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ABSTRAK 

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang 

diyakininya. Pengaturan tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 

dimuat dalam dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia, misalnya Pasal 

18, Pasal 26, dan Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. 

Konstitusi Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan,  dimuat dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

28I ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, 

Peraturan perundang-undangan Indonesia juga memuat tentang hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 hasil 

ratifikasi dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Agnostik termasuk ke dalam pengertian secara 

luas dan komprehensif atas hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama 

yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) ICCPR yang dikategorikan sebagai 

kepercayaan non-theistic, Kelompok agnostik yang semakin terbuka ditandai 

dengan grup diskusi dan halaman komunitas agnostik di sosial media menyisakan 

pertanyaan terhadap kedudukannya dalam agama dan kepercayaan yang ada di 

Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama, 

pengaturan Indonesia terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Kedua, kedudukan kelompok agnostik di Indonesia dari perspektif hak asasi 

manusia. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. 

Bahan hukum yang terkumpul, dianalisa dengan normatif kualitatif dan disajikan 

secara deskriptif analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pertama, 

peraturan di Indonesia memuat universalisme Hak Asasi Manusia khususnya hak 

kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan pembatasan-pembatasannya 

namun belum sinkron antara peraturan yang paling tinggi hingga ke peraturan 

yang paling rendah dalam penerapan prinsip universalisme atau partikular. Kedua, 

Kedudukan kelompok agnostik di Indonesia diakui dan dilindungi menurut hak 

asasi manusia dari perspektif hak  kebebasan beragama dan berkeyakinan, Negara 

berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia 

termasuk hak kelompok agnostik di Indonesia. Peraturan dan praktek hukum 

Indonesia seharusnya memaknai agama dan kepercayaan secara lebih luas 

sebagaimana yang dimuat dalam instrumen hak asasi manusia internasional 

sebagai upaya untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak kebebasan 

beragama dan berkeyakinan sebagai ciri Indonesia yang memiliki komitmen 

terhadap pemajuan hak asasi manusia. 

 

 


